
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR 9 TAHUN 2-.(XXJ 

TENTAt--;G 

SOMBER PENDAPATAN DAN KRKAYAAN DESA 

DRNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA FSA 

BUPATI KARANGANYARi 

a. hahwa dalam rangka me~ingkatkan µenyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pembangunan di ne~a serta dalarn 
upaya pengelolaan sumhe1·-surnher ?enclapat.1H1 dan 
Kekayaan Desa secara lehih berdayn guna dan 
herhasi l guna, maka herdasarkan Pasal 57 
Keputusan Menter, Dalam Negeri N(imor 64 Tahun 
1999 tentang Pedoman U1num Pengai.uran Mengenai 
nesa perlu mengatur SumbeT-sumher Pendapatan dan 
Kekayaan Desa; 

h. hahwa untuk maksud ter~ebut perlu ctiatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan naerah. 

1. Undang-undang Nom0r 13 tahun 1950 
Pemhentukan Daerah-daerah Kahupaten 

tentRng 
da lam 

lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 22 tahun JQ99 
Pemerintahan Daerah ( Lernharan Negara 
Indonesia Tahun 1999 Nnmor 60, TamhRhnn 
Negara Nomor 3839 ); 

tenti.1ng 
Republ ik 
Lembaran 

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1g99 tentang 
Perimhangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( Lembaran Negara Repuhl ik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 71, Tamhahan T.embaran Ne ga ra 
Nomor 3848 ); 

4. Keputusan 
Tahun 1999 
Penyesuajan 
Pemerintahan 

Menteri Oal&m Neg eri Nnmnr 63 
tentang Fetunjuk Pelaksanaan dan 
Peristilahan nalam penyelen.ggaraan 
Desa dan Kelurahan; 

~- Keputusan Menteri Da I a .11 Neger i Nomor 64 
Pengaturan Tahun 1999 tentang 

Menge11a.i Desa. 
Pedoman Urnurn 

Dengan persetujuan 

DEWAN 'PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATF.N KARANGANYAR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PF.RATURAN DAERAH KABtJPATEN KARANGANYAR 
SUMHF.R PENDAPATAN DAN KF.l:AYAAN DbSA. 

TENTANG 



BAB T 

KETEHTUAN UMtiM 

Pasal 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Pemerintah naerah adalah 
daerah otonom yang lain 
Kahupaten Karanganyar; 

Kepala Daerah 
s e :1aga i hRcl1rn 

b. Rupati adalah Rupati Karanganyar; 

heserta perangkat 
eksckutif daerah 

c. nesa adalah Kesatuan masyarakat hu~um yang memi l iki kewenangan 
untuk mengatur dnn mengurus kepcntingan rnasyurikat setempat 
herdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang rliakui 
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupnten 
Karangan)'ar; 

d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemeri~tahan yang 
di laksanakan oleh Pernerintah Desa dan Badan Perwaki Ian Desa; 

e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat nesa; 

f. Keyala Des~ adalah Kepala Pemerintah Desa; 

g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya ctisebul RPD adalah 
Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat 
yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiactat , 
membuat P~:raturan Desa, menampung clar. menyalurkan c1spirasi 
masyarakat : serta melakukan pengawasa7 terhadap 
penyelengg~raan Pemerintahan Desa; 

h. Peraturan nesa adalah Peraturan y~ng telah 
Kepala Deka setelah mendapat persetujuan 
nesa; 

i. Keputusan Kepala Desa adalah KeputLsan yang 
Kepala ne.sa untuk melaksa11akan Peraturan 
naerah dan Peraturan Perundang-undangan yang 

ditetapk;rn oleh 
Badan Perwakj]an 

ditetapk;rn oleh 
nesa, Peraturnn 

lehih tinggi; 

J. Sumher Pendapatnn nesa adalah semu& ~umher pene1·imHan Desa 
hflik herupa Pendapatan Asli desa, bantur-tn dari Pe merintah, 
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupatan dan sumhangan Pihak 
Ketiga maupun pinjaman Desa; 

k. Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa yang ~elanjutnya disebut 
APRDes adalah Anggaran yang terdiri atas bagian per,erimaan dan 
bagian per1gelu11ran yang ditetapkan setiap tahun oleh kepala 
desa dengan Peraturan Desa; 

1. Pinjaman Desa adalah semua kegiatan/transaksi yang 
mengakhibatkan desa menerima d&ri pihak lain sejumlah uang 
atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang sehingga desa 
tersehut herkewajiban untuk memhayar kembali herupa uang 
sesuai pcrjanjian; 

m. Kekayaan D~sa adalah segala kekayaan / aset Desa yang berupa 
barang bergerak maup~n tidak bergerak dan dapat menjadi sumber 
penghasi Ian hagi desa yang bersnngkutan; 

n. Pihak Ketiga adalah Pihak swasta 
Pemerintah nesa, Pemerintah, 
Pemerintah Daerah. 

atau instansi 
Pemerintah 

lain di 
Propinsi 

luar 
clan 



DAB TT 

SUMRER PENDAPATAN D~N KEKAYAAN DESA 

Pasal 2 

(1) Sumher Pendapatan Desa terdiri a~as 

a. Penclapatan Asli Desa; 
b. Bantuan darj Pemerintah Kabupaten; 
c. Rantuan dari Pemerintah dan -Pemerintah Propinsi 
d. Sumhangan clari Pihak Ketiga; 
e. Pin~aman Desa. 

(2) Pendapatan Asli 
huruf :1 Pasal 1n1 

nesa sehagaimana ciimaksud 
terdiri dari 

dalR.m 

( 3 ) 

a. Has~] usaha nesa; 
b. Hasi 1 kekayaan Desa; 
c. Pungutan Desa; 
d. Hasi 1 Swadaya dan partisipasi; 
e. Hasi 1 gotong royong dan 
f . La i r. - 1 a i n Pen d a pa t an As l i n e ~rn ya ,1 g s ah . 

Pendapatan Desa yang 
Kabupaten sehagaimana 
terniri dad 

berasal dari bantuan 
dimaksud ayat (1) huruf b 

ayat 

Pernerintah 
Pasal ini 

a. Bagian <lari perolehan pajak clan Retrihusi naerah; 

h. Raglan dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah 
yang diterima oleh Pemerintah Kahupaten; 

c. Rantuan yang diterima dari Pemerintah 
rangka penye 1 engga.raan t11gas-· tugas 

Kahupaten 
pemhantuan 

dalam 
yang 

diherikan oleh Pemerintah Kahupaten. 

(4) Pendapatan Desa yang berasal dari Pemerintah dan 
Propinsi sehagaimana dimaksud ~yat {1) huruf c 
adalah hantuan yang diterima dari Pemerintah clan 
Propinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas 
yang diserahkan pada Pcmerintah Desa. 

Pemerintah 
pasal ini 
Pemerintah 
Pembantuan 

(S) Pengaturan meng~nai punguthn Desa,Swadaya,Partisipasi dan 
Gotong rnyong ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

Pas al 3 

(l) Sumher pendapatan Desa yang telah dimil iki dar1 dikelola oleh 
Desa tidak dibenarkan, diamhil al ih oleh Pemerint~h atau 
Pemerintah Daerah. 

(2) Sumher pendapatan Daerah yang herada di Desa baik 
pajak mnupun retribusi yang sudah dipungut Kabupaten tidak 
clihenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pe.merintah Desa. 

Pasal 4 

(1) Kekayaan Desa terdiri atas : 

a. Tanah Kas Desa; 

b. Pasar nesa; 

1 



( 2) 

C. Rangunan Des a; 

d. Obyek rekre11si yane diurus oleh 

e. Pemandian umum yang di.urns oleh 

f. Rutan DP. sa ; 

g . Perain1. :1 
termasuk 

dalam hatas tertentu 
irigasi dan sejenisnya; 

De s11; 

Des~; 

cliuru s o 1 e 11 Desa 

h. Tempat-tempat pemancingan yan g diu sahakan jan dikel o l a 
Desa , h a ik disungai. atau cUtempat 1ai.t1: 

i . Jal an Desa dan ; 

j. Lai.n-lain kekayaan milik Desa. 

Kekayaan nesa sebagaimana di.maksud ayat (1) Pa ~a l 
ditetapkan berdasarkan kewenangan penyelen gg11 r a an 
rumah tan gg a nesa sesubi Peraturnn Perundan g-und an ga n 
hertaku. 

in i 
uru san 

ya ng 

(3) Pemcrintah Desa hersama-sama dc ngan BPD h e rkewa jib a n 
mengamanl,nn, melestarikan serta t'lengelola s e baik-b a ikn ya 
kekayaan nesa yang dimiliki dan atau d ~kuasai nl ~h De sa. 

BAB 111 

PF.NGF.LOLAAN SUMRF.R PF.NDAPATAN DES/\ DAN KF.KAY AA N DF. S f\ 

Bagian Kesr-i.tu 

Pengurusan dan Pen gelolaa n 

Pnsa 1 5 

(1) Pemerintah Desa berkewajihan melRknbrn Pen guru sa. n da n 
pengelnlaan sumber Pendapatan De s a dan Ke k Hya an Des a de nga n 
seba ) k-haiknya dan haGilnya menjadi oend Rp;:1 t ;1n Des a se rt R 
haru s dimanfaatkan sepenuhnya untuk peny e lenggar a an 
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemnsyarakatan Des a. 

(2) Dalarn rangka mewujudkan Optimalisasi pemanfn n t a n 
Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa, Pemer int a h n es a 
meng ~kutsertakan RFD dalam perencanaan dan pen gnwasan. 

s umb c r 
wa j i h 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurus a n dHn 
sumher pendapatan desa sebagaimana dimnkRud a yat 
ini akan diatur dengan Keputusan Bupati. 

pe ngelol aa r, 
(1) Pa sa l 

Pasal 6 

Pengaturan mengenai Pjnjaman Desa, Badan U.saha 
Sumhangan dari Pihak Ketiga dan Kerja sama d e ngan 
Rkan diatur lehih lanjut oleh Pemerintah. 

Pas a 1 7 

Mi J i k 
Pi ha k 

De s a , 
Keti ga 

(l) Perencanaan penerimaan dan penggunaan pe ndapatan dari sumh e r ­
sumber pendapatan desa sebagaimana dimak s ud d a lnm Pasa l 3 
dan pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dal a m APRDe s. 
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(2) Ketentuan mengenaj APBDes sebaga~mana dim a ksu d a yat (1) Pa s a 
ini diatur tersendiri dengan PernturRn Daerah 

Pasal 8 

(1) Pengawa~an terhadap pengurusan dan pen gelolaan 
pen<lapatan desa sehagaiman~ dimaksud Pasal 3 
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPD. 

s umber-sumbe : 
d a n Pa s al 

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh RPD s eha g aim a na dimak s uc 
ayat (l) Pasal ini adalah pengawasan d a lam manajemen a ngg nrar 
dan t idak termfl.suk pengawasan tekn is pen ge 1 o 1 P.an ;-in gg aran. 

(3) Pengawasan atas teknis pengelolaan anggaran dilakukan olet 
Bupa t i atau pej~bat yang ditunj~k. 

(4) Hasi 1 pengawasan teknis pengelolaan anggaran s e hagaimana 
dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat ctisampaikan kepada RPD. 

Bagian Kedua 

A<lministrasi dnn Status Hukum Kekayaan n e s a 

Pasa l 9 

(1) Pemerint&h Desa wajib menginventl'lrisir n a n me n gl'lr1.minist ras i­
kan secara tertib kekayaan Desa. 

(2) Pe~oman pengad~inistrasian kekayaan De sa seha gaiman a dim a ks ud 
ayat ( 1) Pasal ini akan diatnr l e bih lanjut de ngan Ke putu s an 
Rupa ti . 

Pasal 10 

(1) (Jntuk memantapkan pengurusan dan pengelolaan kekayaan Des a, 
setiap kekayaan desa harus diperjelas status hukumnya. 

( 2 ) 

( 3 ) 

Pemberian status hukum bagi kekayaan 
cUrnaksucl ayat (1) Pasal ini djbiA.yai clari 
Anggaran Pemerintah Kabupaten. 

desn 
APBDes 

sebagaimana 
dim at a u 

Apahi la terjadi keragu-raguan dalam menentukan status 
atau terjadi sengketa dengan pihak lain atas status 
kekayaan desa, Kepala Desa Wajjb malapnrkan kepada 
dengan temhusan Camat dengan diketahui RPD. 

hukum 
huku m 

Bupa t i 

(4) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksuc1 Ayat (3) Pl'lsal 
ini, Rupati mengambil langkah-langkah penyelesaiannya s eca r a 
musyawarah. 

(5) Apahi la penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dirn a ksud 
ayat (4) PasaJ ini tidak dapat dit e rima pih a k-pihak y a ng 
hersengketa, penyelesaian dapat dilakukan rnelalui Pen gadilan. 

Bagian Keti 8 a 

Al ih Fm1 gsi chl.n Perubahan Status Hul:um Kek a y:rnn Des a 

Pasal ll 

(J) Kekayaan nesa sehagaimana dimak s ud Pas a l 4 Ayat (1) Pe r a tur a n 
Tlaerah ini pada prinsipnya di laran g dial ih fun gs ik a n, ke cuali 
apfl.bila sangat rliperlukan untuk kepentingan rn as y a rakat da n 
proyek - proyek pembangunan. 



(2) Alih fungsi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Pasal 12 

(1) Kekayaan Desa dilarang dialihkan atau diserahk~n kepada Pihak 
lain sehingga mengubah status hukum kekayaan Desa, kecuali 
bagi tanah-tanah desa yang sangat diperlukan bagi proyek­
prnyek pernhangunan. 

(2) Proyek-proyek pemhangunan sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal 
ini meliputi 

a. Pemhangunan 
keagRm;sian; 

h. Pemhangunan 

C. Pemhangunan 

cl. Pemhr-rngunan 

e. Pembnngunan 

sarana pendidikan, sosial huclaya dan 

sarana kesehatan; 

s,:nana irigasi j 

sarana Kant or / 1 n :; t an s i Pemeri nt ;;i_ t1: 

.Ta l 1rn 

f. Ditukarkan dengan tnnah lain yang prnduktifitRs dan n i la i 
ekonomisnya lebih tinggi. 

(3) Pen ga l ihan at.au penyerahan kekayaa.n desR sehagc1irnRnn dimnksud 
nynt (1) Pns~l ini baru dapat dilakukRn setelah memperoleh: 

( 4 ) 

a. Persetujuan tertul is dari Rupati; 

h. Gant i rugi yang seni lai dari tanah yang dilepas. 

Pemberian Ganti rugi yang senilai sehagaimana 
ayllt (1) Pasal ini didasarkan rekomenctasi yang 
nerita Acara dari Panitia Penilai dan Penaksir 
dibentul<. lebih lanjt1t dengan Kepntusan Bupati. 

dimak sud 
c1 i l engkap i 
yang akan 

(5) Pengal ihail ,1.tau penye·n1.han kekayaa11 Desa sebagaimana 
dimaksurl ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalarn Pera.turan De sa. 

RAR TV 

PRMRRRDAYAAN POTENST DESA DAN PENTNGKATAN PRNDAPATAN DESA 

Pasr-tl 11 

(1) Pemerintah nesa bersama-sema ~engan BPD berkewajiban 
memberdayakan potensi Desa dan kekayaan desa yang dimiliki 
dan atau dikuasai Desa sesuai dengan adat-istiadat dan budaya 
masyarakat setempat dalam rangka mengoµtimalknn penrlapatan 
clesa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat mengusahakun peningkatan sumber 
penclapatan dan kekayaan clesa hagi DesR yang belum memiliki 
sumher pendapatan desa clan kekayaan df!~a dengan memadai. 

Pasal 14 

(1) Dalam rangka pemberdayaan potensi desa dan meningkatkan 
pendapatan clari kekayaan des~, dalam pengelola8n kekayaan 
desa Pem~rintah Desa dapat bekerja sama dengnn Pemerintah 
Daerah. 



(2) Dalam kerja sama sebagiimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Desa 
mendapatkan bagi hasil dari kekayaan desa secara proporsional 
dan ad i 1 . 

(3) Rak dan kewajiban antara Peme~intah Desa dan Pemirlntah 
Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur 
lehih lanjut dalam perjanjian kerja sama. 

BAR V 

KF.KAYAAN DESA YANG DESA1'JYA MEN.TADT KELUR,'\HAN 

Pasal 1~ 

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 
Daerah ini yang desanya berubah status menjadi 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rupati. 

( 1) Peraturan 
Kelurahan akan 

( 1 ) 

BAB VI 

KETRNTUAN PERA~IHAN 

Pasal 16 

Terhadap sumber pendapatan yang ada di 
berlakun_ya Undang-undnng Nomor 22 TRhun 

ciesa, 
~999 

Pemerintahan naerah, dikelola dan 
Pemerintah naerah. 

sel:ftgRi sumber 

sebelum 
t'€!n tang 

pei-1dapa tan 

(2) Terhadap sumher pendapatan daerah yang dda di de s a 
sehagaimnna dimaksud ayat (1) Pnsal ini, Pem e rintah Daer a h 
hersama dengan Pemerintah nesa tlapat men gactakan musyawarah 
untuk merumuskan sistem bagi hasi I yeng saling me nguntungk a n 
kedua helah pihak. 

(3) Pemerintah naerah herkewajihan untuk memhanL11 mengernban gkan 
sumher-sumher pendapatan sehagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 
ini agar dapat memherikan hasi] yang sehesar-hesarnya. 

PRsal 17 

(1) Tanah desa yang dipergunakan untuk bengkok Kepala nesa dnn 
Perangkat Desa sebagai penghasilan, ditetapkan menjadi 
sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya dimasukkan dalam 
APBDes. 

( 2) Sumhe r-sumhe r Pendapa tan Des a he rupa t anal1 des a yang 
statusnya berubah menjadi Kelnrahan, pengurusannya 
dilaksanhkan oleh Pemerintah Daerah mel~lui Anggaran 
Pendapat8n dan Belanja Daerah Kabupaten. 

BAB VI T 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Dengan herlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang 
mengatur sumher pendapatan dan kekayaan desa , ~engurusan dan 
pengawasannya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan 
Peraturan naerah ini dinyatakan tidak herlaku lagi. 



Pasal 19 

Hal-hal yang belurn diatur dalarn P~raturan Daerah ini akan 
rnengenai diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang 

pelaksanaannya. 

Pas a i 20 

Pernluran nnerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangknn. 

Agar Aetiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lemharan nae rah Kabupa ten Kanrnganyar. 

Diundangkan di Karnnganyar 
pnda. tar1gg111 7 Maret 2000 

• SlJDARSONO 

nitetapkan di Karanganyar 
pa.da tnngga.1 7 Maret 2000 

KARANGANYAR 

SOEDARMADJI, S.H. 

t ~~ 
~RANG~, ,MBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHtJN 2000 NOMOR 2 4 SER I D. 2 ~ 

0 



PENJELASAN 

PF.RATURAN DAERAH KARtJPATF.N KARANGANYAR 
NOMOR ' TAHUN 20P0 

; 

TRNTANG 

StJMRF.R FENDAPATAN DAN KP.KA -{ AAN DESA 

I . PF.N .TF.LASAN lJMTJM 

J T . 

Dalam rangka meningkatkan penye!enggaraan pe merint a han 
dan pembangunan di desa dibutuhkan pembiayaan yang semakin 
meningkat. Untuk itu maka sumbcr-sJ.mber pendapatan clan 
kekayaan yang dimiliki dan at~u dikuasai desa ha ru s 
dikelnla secara berdaya guna dan ½erhnsil guna, agar desa 
mampu rnengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Dalarn rangka pengurusan dan pengelolaan sumber-sumber 
pendapatan dan kekayaan desa se~ta berdasarkan Pasal 57 
Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nnmnr 64 Tahun 1999 
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai De Ra, ma ka 
pengaturan surnher-sumher penctapatan desa clan kekayaan de s a 
perlu ditctapkan dengan Peraturan Daerah. 

PF.N.TF.T.ASAN PASAL DF.MI PASAL 

Pasa 1 1 Cukup jelas. 
Pl-lS 1-l 1 2 Cukup je]as. 
Pasal 3 Cukup jelas. 
Pasal 4 r.ukup jelas. 
Pasal 5 Cukup jelas. 
Pasal 6 r.ukup jelas. 
PA.Sal 7 Cukup jela~. 
PR.sa l 8 Cukup jelas. 
Pasal 9 Cukup jelas. 
Pasal 1 0 Cukup jelas. 
Pasal 1 1 Cukup jela~. 
Pasal 1 2 r.ukup jelas. 
Pasal 13 Cukup jelas. 
Pasa] 1 4 Cukup jelas. 
Pasal 1 5 Cu~up jelas. 
PR.sal 1 6 Cukup jelas. 
PasaJ 1 7 Cukup jelas. 
Pasal 18 Cukup jelas. 
Pasal 1 9 Cukup jelas. 
PR.Sa 1 20 Cukup jelas. 

C:\ws6\hukum\kayadesa 


